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	Abstract 

	










	
	This study aims to analyze the influence of logistics governance on the competence of Indragiri Hilir Police officers. The study used a quantitative approach with an explanatory research type. The study population was 600 officers, with a sample of 86 respondents determined using the Slovin formula and simple random sampling techniques. Data collection was carried out through a Likert-scale questionnaire and analyzed using SPSS through validity and reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression. The results showed that logistics governance had a positive and significant effect on member competence with a regression coefficient value of 0.785 and a significance level of 0.000 (<0.05). The coefficient of determination (R²) value of 0.551 indicates that 55.1% of the variation in member competence can be explained by logistics governance, while 44.9% is influenced by other factors outside the research model. These findings indicate that strengthening planning, procurement, distribution, supervision, and logistics information systems contributes to improving the technical and administrative capabilities of officers. Thus, optimizing logistics governance is a strategic factor in improving the professionalism and effectiveness of police officer performance.
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	Abstrak 

	
	
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola logistik terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Populasi penelitian berjumlah 600 anggota, dengan sampel sebanyak 86 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, serta regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola logistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi anggota dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,785 dan signifikansi 0,000 (<0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,551 menunjukkan bahwa 55,1% variasi kompetensi anggota dapat dijelaskan oleh tata kelola logistik, sedangkan 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan, serta sistem informasi logistik berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan teknis dan administratif anggota. Dengan demikian, optimalisasi tata kelola logistik menjadi faktor strategis dalam meningkatkan profesionalisme dan efektivitas kinerja anggota kepolisian.
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan organisasi sektor publik pada era modern menuntut setiap institusi untuk menerapkan tata kelola (governance) yang profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam aspek pengelolaan logistik. Dalam lingkup pemerintahan, logistik bukan hanya terkait pengadaan barang, tetapi juga mencakup perencanaan kebutuhan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, dan pengendalian aset untuk mendukung kelancaran fungsi organisasi. Menurut Gaspersz (2020), tata kelola logistik yang efektif mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat respons operasional, dan memperkuat kapasitas lembaga dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.
Pada organisasi pelayanan publik seperti kepolisian, logistik memegang peranan strategis dalam memastikan kesiapan anggota dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang. Transformasi digital, peningkatan kompleksitas kejahatan, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan cepat, serta kebijakan reformasi birokrasi mendorong institusi Polri untuk memperkuat tata kelola logistik agar selaras dengan prinsip good governance. Penelitian Herjanto (2019) menegaskan bahwa efektivitas operasional sebuah lembaga negara sangat dipengaruhi oleh kelancaran dukungan logistik yang terencana dan terdistribusi dengan baik. Di tingkat nasional, Polri telah mencanangkan berbagai upaya modernisasi sarana dan prasarana melalui kebijakan peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi. Modernisasi ini mencakup digitalisasi inventaris, sistem pelaporan logistik, hingga pengawasan pengadaan barang secara elektronik. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah sering kali dihadapkan pada berbagai keterbatasan, mulai dari anggaran, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya manusia. Pada tataran daerah seperti Polres Indragiri Hilir, keberadaan tata kelola logistik yang handal menjadi sangat penting mengingat luasnya wilayah, keragaman karakteristik sosial masyarakat, serta tingginya kebutuhan peralatan operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Logistik bagi kepolisian tidak hanya berupa kendaraan operasional, senjata, dan alat komunikasi, tetapi juga menyangkut perlengkapan administrasi, seragam dinas, alat pelindung diri, dan fasilitas pendukung lainnya. Ketidaksiapan logistik dapat berdampak langsung pada kualitas layanan dan respons anggota di lapangan.
Fakta menunjukkan bahwa beberapa Polres, termasuk Polres Indragiri Hilir, masih menghadapi sejumlah tantangan logistik, seperti ketidaktepatan distribusi barang, pencatatan aset yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, perawatan peralatan yang tidak konsisten, keterbatasan stok perlengkapan operasional, serta kurangnya pemahaman personel terkait prosedur pengelolaan logistik. Keterbatasan tersebut dapat mengurangi efektivitas kerja sekaligus menghambat peningkatan kompetensi anggota. Sebagaimana dinyatakan oleh Sutrisno (2021), kompetensi sumber daya manusia tidak hanya dibentuk oleh pendidikan dan pelatihan, melainkan juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Di sisi lain, kompetensi anggota Polres merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian, mulai dari respons cepat terhadap kejadian, kemampuan teknis dalam menggunakan peralatan, hingga penguasaan prosedur operasional. Apabila logistik tidak ditata secara profesional, anggota dapat mengalami hambatan dalam meningkatkan kemampuan teknis maupun taktis. Dengan kata lain, tata kelola logistik berperan langsung maupun tidak langsung terhadap mutu kompetensi personel kepolisian.
Kesenjangan penelitian (research gap) juga terlihat dari minimnya kajian akademik yang membahas hubungan antara tata kelola logistik dan kompetensi anggota pada tingkat Polres. Sebagian besar riset logistik lebih berfokus pada sektor swasta, rumah sakit, dan industri manufaktur, sementara riset pada organisasi keamanan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai peran tata kelola logistik terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir penting dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dan praktis untuk mendukung peningkatan kualitas manajerial logistik kepolisian.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlunya penguatan tata kelola logistik pada Polres Indragiri Hilir tidak hanya untuk mendukung operasional kepolisian, tetapi juga sebagai faktor penting dalam meningkatkan kompetensi anggota. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem logistik sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kualitas pelayanan anggota Polres Indragiri Hilir kepada masyarakat.

Teori Tata Kelola (Governance Theory)
Tata kelola (governance) merupakan mekanisme pengaturan organisasi sektor publik yang mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan agar tujuan organisasi tercapai. Tata kelola yang baik membentuk lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur (Syafrinadina, 2020) serta menjamin organisasi berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Lestari & Darmawan, 2020).
Dalam penelitian ini, teori tata kelola menjelaskan bahwa kualitas hasil organisasi dipengaruhi oleh cara organisasi menetapkan aturan, membagi tanggung jawab, mengendalikan proses, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja. Tata kelola yang jelas mengurangi ketidakpastian dan membantu anggota memahami siapa yang merencanakan, menggunakan, mencatat, memelihara, serta mempertanggungjawabkan barang. Syafrinadina (2020) menegaskan bahwa tata kelola yang baik membentuk lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur.
Good Governance dalam Sektor Publik
Good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sari dan Nugroho (2022) menyatakan bahwa penerapan good governance meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan transparansi dan pengawasan internal. Kurniawan (2020) menambahkan bahwa good governance berkorelasi dengan efisiensi pengelolaan anggaran dan sumber daya. Oleh karena itu, good governance menjadi landasan penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang berintegritas.
Prinsip transparansi dalam logistik terlihat dari kejelasan kebutuhan, proses pengadaan, dan informasi persediaan. Akuntabilitas terlihat dari pencatatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan barang. Efektivitas terlihat dari kemampuan organisasi menyediakan barang sesuai kebutuhan operasional. Efisiensi terlihat dari penggunaan anggaran dan aset secara tepat. Lestari dan Darmawan (2020) menempatkan prinsip tersebut sebagai dasar agar organisasi sektor publik berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tata Kelola Logistik (Logistics Governance)
Tata kelola logistik merupakan proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian barang guna menjamin ketersediaan sumber daya secara tepat waktu dan tepat guna. Rahayu (2021) menyatakan bahwa tata kelola logistik yang baik meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir risiko kerugian. Wahyudi & Firmansyah (2023) menegaskan bahwa efektivitasnya dipengaruhi oleh kompetensi SDM, sistem informasi yang terintegrasi, dan penerapan SOP. Dengan demikian, tata kelola logistik berperan strategis dalam mendukung efektivitas organisasi.
Tata kelola logistik harus dilaksanakan sebagai siklus yang berkelanjutan. Data kebutuhan menjadi dasar pengadaan. Hasil pengadaan harus disimpan dan dipelihara. Barang kemudian didistribusikan sesuai prioritas. Seluruh penggunaan perlu dicatat dan dievaluasi sebagai dasar perencanaan periode berikutnya. Rahayu (2021) menjelaskan bahwa tata kelola logistik yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan risiko kerugian. Wahyudi dan Firmansyah (2023) menambahkan bahwa integrasi sistem informasi memperkuat ketepatan data dan pengendalian proses.
Tata Kelola Logistik Kepolisian
Dalam konteks kepolisian, tata kelola logistik berkaitan dengan pengelolaan barang strategis yang mendukung pelaksanaan tugas operasional. Hakim (2021) menyebutkan bahwa kualitas logistik berpengaruh terhadap kesiapan dan efektivitas tugas kepolisian. Susanto & Widodo (2022) menambahkan bahwa kelemahan sistem logistik sering disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM dan lemahnya digitalisasi administrasi. Oleh karena itu, optimalisasi tata kelola logistik menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kinerja institusi kepolisian.
Logistik kepolisian memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah mendukung kesiapan operasional anggota. Fungsi kedua adalah menjaga ketertiban administrasi barang milik negara. Kedua fungsi tersebut harus berjalan bersama. Barang yang tersedia tetapi tidak tercatat menimbulkan risiko akuntabilitas. Sebaliknya, pencatatan yang tertib tanpa ketersediaan barang tidak mendukung pelaksanaan tugas. Hakim (2021) menegaskan bahwa kesiapan logistik memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Teori Kompetensi
Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memengaruhi efektivitas kinerja individu. Oktaviani (2023) menyatakan bahwa kompetensi menentukan akurasi pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap prosedur. Hartono & Siregar (2021) menegaskan bahwa kompetensi dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dengan demikian, pengembangan kompetensi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pengetahuan memberi dasar bagi anggota untuk memahami aturan, fungsi barang, dan prosedur kerja. Keterampilan menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kegiatan nyata. Sikap menentukan tingkat disiplin, tanggung jawab, dan ketelitian anggota ketika menggunakan atau mengelola barang. Oktaviani (2023) menjelaskan bahwa kompetensi menentukan akurasi pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap prosedur. Hartono dan Siregar (2021) menekankan bahwa kompetensi berkembang melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
Kompetensi Anggota Kepolisian
Kompetensi anggota kepolisian di bidang logistik mencakup kemampuan administrasi, penguasaan sistem informasi, serta keterampilan teknis pengelolaan barang. Yuliani (2021) menyatakan bahwa kompetensi personel logistik berpengaruh terhadap ketepatan inventarisasi dan distribusi barang. Ramadhan (2022) menambahkan bahwa pelatihan teknis dan pemahaman regulasi berperan dalam meningkatkan kompetensi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi menjadi prasyarat utama dalam optimalisasi sistem logistik kepolisian.
Kompetensi logistik anggota tidak hanya dibutuhkan oleh personel yang ditempatkan pada fungsi logistik. Pengguna barang pada setiap unit juga perlu memahami prosedur permintaan, penerimaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pelaporan. Ramadhan (2022) menjelaskan bahwa pelatihan teknis dan pemahaman regulasi berperan dalam meningkatkan kompetensi logistik. Dengan demikian, pengembangan kompetensi perlu menjangkau pengelola dan pengguna barang secara bersama.
Kemampuan menggunakan sistem informasi menjadi bagian penting dari kompetensi modern. Anggota harus mampu memasukkan data, memperbarui status barang, memeriksa persediaan, dan menyusun laporan secara akurat. Kompetensi digital tersebut membantu organisasi mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat penyediaan informasi. Yuliani (2021) menyatakan bahwa kompetensi personel berpengaruh terhadap ketepatan inventarisasi dan distribusi barang.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh tata kelola logistik terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dan analisis data numerik melalui teknik statistik untuk menguji hubungan antarvariabel secara objektif.
Penelitian dilaksanakan di Polres Indragiri Hilir, khususnya pada unit dan anggota yang berkaitan dengan pengelolaan logistik. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama periode Desember 2024 hingga April 2025, yang meliputi tahap penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, serta penyusunan laporan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Polres Indragiri Hilir yang terlibat dalam kegiatan logistik, baik sebagai pengelola maupun pengguna barang operasional, dengan jumlah populasi sebanyak 600 orang. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 86 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden.
Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu tata kelola logistik sebagai variabel bebas dan kompetensi anggota sebagai variabel terikat. Tata kelola logistik diukur melalui indikator perencanaan kebutuhan, proses pengadaan barang, penyimpanan dan pemeliharaan, distribusi dan penggunaan barang, pengawasan dan evaluasi, serta sistem informasi logistik. Sementara itu, kompetensi anggota diukur melalui indikator pengetahuan administrasi logistik, keterampilan teknis pengelolaan barang, sikap dan disiplin kerja, kemampuan menggunakan sistem informasi logistik, ketepatan pencatatan dan inventarisasi, serta tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima tingkat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen Polres, standar operasional prosedur logistik, laporan inventaris, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian.
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dan dokumentasi sebagai data pendukung. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan bantuan program SPSS melalui tahapan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan linearitas, serta analisis regresi linier sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial antarvariabel dan koefisien determinasi (R²) untuk melihat besarnya kontribusi tata kelola logistik terhadap kompetensi anggota. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola logistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir. Uji validitas digunakan untuk menilai kemampuan item kuesioner dalam mengukur variabel yang ditetapkan. Item dinyatakan memenuhi kriteria apabila hubungan antara skor item dan skor variabel menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi jawaban antaritem. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha berada di atas batas penerimaan 0,60. Sebelum pengujian hipotesis, model dianalisis melalui uji normalitas, heteroskedastisitas, dan linearitas. Uji normalitas menilai pola distribusi data. Uji heteroskedastisitas menilai kesamaan varians residual. Uji linearitas memastikan hubungan variabel bebas dan terikat dapat dianalisis menggunakan model linier. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, analisis dilanjutkan dengan regresi linier sederhana, uji t, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Keputusan hipotesis ditentukan berdasarkan nilai signifikansi uji t. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi digunakan untuk melihat arah perubahan kompetensi anggota ketika tata kelola logistik meningkat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase variasi kompetensi anggota yang dapat dijelaskan oleh tata kelola logistik. Seluruh hasil dianalisis secara statistik dan kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori serta kondisi organisasi.

3. PEMBAHASAN 
a. Statistik Deskriptif Variabel
Analisis deskriptif digunakan untuk melihat kecenderungan jawaban responden terhadap variabel tata kelola logistik dan kompetensi anggota. Skor variabel dihitung dari rata-rata jawaban pada skala Likert 1 sampai 5.
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel
	Variabel
	N
	Minimum
	Maksimum
	Mean
	Std. Deviasi
	Kategori

	Tata kelola logistik (X)
	86
	2,50
	5,00
	4,02
	0,490
	Tinggi

	Kompetensi anggota (Y)
	86
	2,67
	5,00
	4,08
	0,518
	Tinggi


Sumber: SPSS, 2026
Nilai rata-rata tata kelola logistik sebesar 4,02 menunjukkan bahwa responden menilai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan sistem informasi logistik telah berjalan pada kategori tinggi. Nilai rata-rata kompetensi anggota sebesar 4,08 juga berada pada kategori tinggi. Artinya, responden menilai pengetahuan, keterampilan teknis, disiplin, kemampuan menggunakan sistem informasi, ketepatan inventarisasi, dan kepatuhan terhadap prosedur telah diterapkan dengan baik.

b. Uji Kualitas Instrumen
Uji validitas menggunakan korelasi Pearson antara skor item dan skor total. Dengan jumlah responden 86 orang, derajat kebebasan 84, dan taraf signifikansi 5%, nilai r tabel sebesar 0,212. Item dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen
	Variabel
	Item
	r hitung
	Sig.
	Keterangan

	Tata kelola logistik
	X1
	0,622
	0,000
	Valid

	
	X2
	0,691
	0,000
	Valid

	
	X3
	0,735
	0,000
	Valid

	
	X4
	0,648
	0,000
	Valid

	
	X5
	0,706
	0,000
	Valid

	
	X6
	0,672
	0,000
	Valid

	Kompetensi anggota
	Y1
	0,641
	0,000
	Valid

	
	Y2
	0,713
	0,000
	Valid

	
	Y3
	0,760
	0,000
	Valid

	
	Y4
	0,689
	0,000
	Valid

	
	Y5
	0,728
	0,000
	Valid

	
	Y6
	0,698
	0,000
	Valid


Sumber: SPSS, 2026
Seluruh item memiliki nilai r hitung antara 0,622 sampai 0,760. Semua nilai tersebut lebih besar daripada r tabel 0,212 dan memiliki signifikansi 0,000. Dengan demikian, seluruh item kuesioner dinyatakan valid.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
	Variabel
	Jumlah Item
	Cronbach's Alpha
	Keterangan

	Tata kelola logistik
	6
	0,842
	Reliabel

	Kompetensi anggota
	6
	0,857
	Reliabel


Sumber: SPSS, 2026
Nilai Cronbach’s Alpha tata kelola logistik sebesar 0,842 dan kompetensi anggota sebesar 0,857. Kedua nilai melampaui batas penerimaan 0,60. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang baik.

c. Uji Asumsi Klasik
Model regresi linier sederhana diuji melalui normalitas residual, linearitas hubungan, dan heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas tidak diperlukan karena model hanya menggunakan satu variabel bebas.
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Residual
	Indikator Kolmogorov–Smirnov
	Nilai
	Kriteria
	Kesimpulan

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	0,200
	>0,05
	Residual berdistribusi normal


Sumber: SPSS, 2026
Nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal.
Tabel 5 Hasil Uji Linearitas
	Komponen
	F
	Sig.
	Kesimpulan

	Linearity
	101,624
	0,000
	Hubungan linier

	Deviation from Linearity
	1,172
	0,307
	Tidak terdapat penyimpangan linearitas


Sumber: SPSS, 2026
Nilai signifikansi pada komponen linearity sebesar 0,000. Nilai deviation from linearity sebesar 0,307, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hubungan tata kelola logistik dan kompetensi anggota bersifat linier.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser
	Variabel
	B
	Std. Error
	t
	Sig.
	Kesimpulan

	Tata kelola logistik
	0,036
	0,050
	0,714
	0,477
	Tidak terjadi heteroskedastisitas


Sumber: SPSS, 2026
Nilai signifikansi tata kelola logistik pada uji Glejser sebesar 0,477, lebih besar dari 0,05. Model tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Seluruh asumsi yang diperlukan untuk regresi linier sederhana telah terpenuhi.

d. Analisis Regresi Linier Sederhana dan Pengujian Hipotesis
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh tata kelola logistik terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir. Ringkasan kekuatan hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat disajikan pada Tabel 8.

Tabel 7 Ringkasan Model Regresi
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	0,742
	0,551
	0,546
	0,349


Sumber: SPSS, 2026
Nilai korelasi R sebesar 0,742 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara tata kelola logistik dan kompetensi anggota. Nilai R Square sebesar 0,551 berarti tata kelola logistik menjelaskan 55,1% variasi kompetensi anggota. Sisanya sebesar 44,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, kepemimpinan, motivasi, literasi digital, dan lingkungan kerja.

Tabel 8 Hasil Uji Kelayakan Model
	Sumber Variasi
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	Regresi
	12,567
	1
	12,567
	103,082
	0,000

	Residual
	10,241
	84
	0,122
	
	

	Total
	22,808
	85
	
	
	


Sumber: SPSS, 2026
Nilai F hitung sebesar 103,082 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, model regresi dinyatakan layak untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola logistik dan kompetensi anggota.

Tabel 9 Koefisien Regresi dan Uji t
	Variabel
	B
	Std. Error
	Beta
	t
	Sig.

	Konstanta
	0,924
	0,313
	
	2,953
	0,004

	Tata kelola logistik
	0,785
	0,077
	0,742
	10,153
	0,000


Sumber: SPSS, 2026
Berdasarkan koefisien pada Tabel 10, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 0,924 + 0,785X. Koefisien regresi tata kelola logistik sebesar 0,785 menunjukkan arah pengaruh positif. Setiap kenaikan satu satuan skor tata kelola logistik diprediksi meningkatkan skor kompetensi anggota sebesar 0,785 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap.
Nilai t hitung sebesar 10,153 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,989 pada derajat kebebasan 84. Nilai signifikansi sebesar 0,000 juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tata kelola logistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tata kelola logistik di Polres Indragiri Hilir memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,02 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menilai kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, pengawasan, dan penggunaan sistem informasi logistik telah dilaksanakan dengan baik. Namun, nilai minimum sebesar 2,50 menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian anggota yang menilai pelaksanaan tata kelola logistik belum sepenuhnya optimal. Kompetensi anggota memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,08 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, anggota Polres Indragiri Hilir secara umum telah memiliki pengetahuan administrasi, keterampilan teknis, kedisiplinan, kemampuan menggunakan sistem informasi, ketepatan inventarisasi, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja yang baik. Meskipun demikian, nilai minimum sebesar 2,67 memperlihatkan bahwa tingkat kompetensi belum sepenuhnya merata pada seluruh anggota. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, terutama bagi anggota yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pengelolaan barang operasional. Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel tata kelola logistik dan kompetensi anggota memiliki nilai korelasi yang lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,212. Seluruh item juga memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, seluruh item mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Nilai Cronbach’s Alpha tata kelola logistik sebesar 0,842 dan kompetensi anggota sebesar 0,857 menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik.
Model penelitian juga telah memenuhi asumsi regresi linier sederhana. Nilai signifikansi uji normalitas sebesar 0,200 menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Nilai deviation from linearity sebesar 0,307 menunjukkan bahwa hubungan tata kelola logistik dan kompetensi anggota bersifat linier. Sementara itu, nilai signifikansi uji Glejser sebesar 0,477 menunjukkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil regresi linier sederhana, diperoleh persamaan: Y = 0,924 + 0,785X
Koefisien regresi tata kelola logistik sebesar 0,785 menunjukkan arah pengaruh positif. Setiap peningkatan satu satuan tata kelola logistik akan diikuti oleh peningkatan kompetensi anggota sebesar 0,785 satuan, dengan asumsi faktor lain berada dalam kondisi tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan sistem informasi logistik dapat mendukung peningkatan kemampuan anggota dalam menjalankan tugasnya. Nilai t hitung sebesar 10,153 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi juga berada di bawah 0,001. Dengan demikian, tata kelola logistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir. Hipotesis penelitian dapat diterima.
Nilai korelasi sebesar 0,742 menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara tata kelola logistik dan kompetensi anggota. Semakin baik tata kelola logistik, semakin baik pula kompetensi anggota. Dukungan logistik yang tersedia secara tepat waktu memungkinkan anggota memahami fungsi peralatan, menggunakan barang sesuai prosedur, melakukan pemeliharaan, serta menyusun laporan penggunaan barang secara akurat. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,551 menunjukkan bahwa tata kelola logistik mampu menjelaskan 55,1% variasi kompetensi anggota. Sementara itu, sebesar 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Faktor tersebut dapat meliputi pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, motivasi, kepemimpinan, literasi digital, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola logistik menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kompetensi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan.
Hasil penelitian ini mendukung teori tata kelola yang menjelaskan bahwa kejelasan aturan, pembagian tanggung jawab, pengendalian, dan evaluasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas anggota. Tata kelola logistik yang baik memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menerima, mencatat, menggunakan, memelihara, dan mempertanggungjawabkan barang. Hasil penelitian juga sesuai dengan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi tercermin melalui keterbukaan informasi kebutuhan dan persediaan barang. Akuntabilitas terlihat dari pencatatan serta pertanggungjawaban penggunaan barang. Efektivitas tercapai ketika barang tersedia sesuai kebutuhan operasional. Efisiensi terlihat dari penggunaan anggaran dan aset secara tepat. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa tata kelola logistik yang baik dapat meningkatkan efektivitas operasional dan mengurangi risiko kerugian. Hasil tersebut juga mendukung Wahyudi dan Firmansyah (2023) yang menekankan pentingnya sistem informasi terintegrasi dan penerapan prosedur dalam pengelolaan logistik pemerintahan.
Dalam konteks kepolisian, hasil penelitian mendukung pendapat Hakim (2021) bahwa kesiapan logistik berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan tugas anggota. Ketersediaan kendaraan, alat komunikasi, perlengkapan administrasi, alat pelindung diri, dan peralatan operasional memberikan kesempatan kepada anggota untuk menjalankan tugas secara cepat dan tepat. Sebaliknya, keterlambatan distribusi atau ketidakakuratan informasi persediaan dapat menghambat pelaksanaan tugas. Hasil penelitian juga sesuai dengan pendapat Sutrisno (2021) bahwa kompetensi tidak hanya dibentuk oleh pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana. Peralatan yang memadai memungkinkan anggota menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan operasional. Dengan demikian, tata kelola logistik tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi anggota.
Secara praktis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan kompetensi anggota dapat dilakukan melalui penguatan sistem logistik. Polres Indragiri Hilir perlu memastikan bahwa proses perencanaan kebutuhan disusun berdasarkan kondisi lapangan, pengadaan dilakukan sesuai prioritas, barang didistribusikan secara tepat, pemeliharaan dilakukan secara terjadwal, serta seluruh penggunaan barang dicatat melalui sistem informasi yang akurat. Langkah tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola logistik dan kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir berada dalam kategori tinggi. Nilai rata-rata tata kelola logistik sebesar 4,02, sedangkan nilai rata-rata kompetensi anggota sebesar 4,08. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan logistik dan kemampuan anggota secara umum telah berjalan dengan baik. Tata kelola logistik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi anggota Polres Indragiri Hilir. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,785, nilai t hitung sebesar 10,153, dan nilai signifikansi di bawah 0,001. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 0,924 + 0,785X. Artinya, peningkatan tata kelola logistik akan diikuti oleh peningkatan kompetensi anggota.
Nilai korelasi sebesar 0,742 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara tata kelola logistik dan kompetensi anggota. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,551 menunjukkan bahwa tata kelola logistik mampu menjelaskan 55,1% variasi kompetensi anggota. Sementara itu, sebesar 44,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.
Dengan demikian, tata kelola logistik merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan kompetensi anggota. Penguatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, pemeliharaan, dan sistem informasi logistik dapat meningkatkan kemampuan teknis, administratif, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota terhadap prosedur kerja.

4.2  Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Bagi Polres Indragiri Hilir 
Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan logistik berdasarkan kondisi dan kebutuhan operasional setiap unit Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi logistik untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan pengawasan aset. Melakukan evaluasi tata kelola logistik secara berkala agar distribusi dan pemanfaatan barang lebih efektif. 
2. Bagi Anggota Polres Indragiri Hilir 
Meningkatkan pemahaman terhadap prosedur pengelolaan dan penggunaan barang operasional. Menjaga tanggung jawab dalam pemeliharaan, pencatatan, dan pelaporan penggunaan logistik. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kompetensi anggota seperti pelatihan, pengalaman kerja, kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi. Menggunakan metode tambahan seperti wawancara atau observasi agar memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.
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